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Abstract. This study in background by women who have the right for the protection of specifically in 

accordance with the function of reproduction. The women where the women in category of in the group 

vulnerable got a special place in the setting guarantees of human rights. The purpose of this research to 

determine the reproductive in one of the private firms in the district Bandung based on the law No. 13 year 

2003 about labor in connect with the rights of health optimal work. This study using the juridical normative 

with examines the data secondary consisting of the material primary law, the data obtained by using analyz 

qualitative namely conducting the interview and implicate article in law. Based on the results of research 

and discussion of generated the conclusion that the protection of particulary reproductive rights against 

women workers are still experiencing discrimination by the differentiation wage as a contract workers in 

particular women got the same without is distinguished.  

Keywords : Reproductive Rights, Protection, Woman.  

Abstrak. penelitian ini dilatarbelakangi  oleh wanita yang  mempunyai  hak atas perlindungan yang khsusu 

sesuai dengan fungsi reproduksinya, hak wanita dimana wanita di kategorikan dalam kelompok rentan 

yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hak reproduksi bagi pekerja wanita pada salah satu perusahaan 

swasta di kabupaten bandung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihubungkan 

dengan hak atas kesehatan kerja yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan mengkaji data data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer. Metode pengumpulan 

data sendiri dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam mengenalisis data menggunakan analisis 

kualitatif.  Kesimpulannya adalah masih ada salah satu perusahaan swasta di kabupaten bandung yang 

belum mentaati peraturan dan membedakan hak khususnya terhadap pekerja wanita. 

Kata Kunci : Hak Reproduksi, Perlindungan, Wanita. 

 

A. Pendahuluan 

Wanita mempunyai hak atas 

perlindungan yang khusus sesuai 

dengan fungsi reproduksinya. 

pemberian hak bagi pekerja wanita 

sama dengan hak-hak lain seperti yang 

telah disebutkan dalam Pasal-Pasal 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

namun dengan alasan tadi maka lebih 

dipertegas lagi.  

UU No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan menyatakan bahwa, 

pekerja atau buruh wanita berhak 

memperoleh  istirahat cuti selama 1,5 

bulan atau kurang lebih 45 hari 

kalender, sebelum saatnya melahirkan 

anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan 

menurut dokter kandungan atau bidan.  

Tenaga kerja juga memiliki 

kesempatan yang sama dalam dunia 

kerja tetapi dalam hal kebutuhan, 

wanita memiliki kebutuhan yang 

berbeda dengan pria sehingga 

memperoleh hak-hak khusus yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 13 

tahun 2003 sebagai berikut:  

1. Tidak ada larangan hamil bagi 

tenaga kerja wanita  



Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Bagi...  |   1201 

Ilmu Hukum 

2. Tidak boleh ada perjanjian yang 

mewajibkan tenagakerja 

mengundurkan diri karena 

hamil.  

Meskipun hak-hak reproduksi 

sudah diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan, tapi dalam 

kenyataannya masih saja ada hak-hak 

yang dijamin oleh UU tidak dipenuhi 

oleh pengusaha atau dikurangi hak-

haknya. 

 

B. Landasan Teori 

para pelaku hubungan industrial 

sebenarnya mengharapkan kepastian 

hukum di bidang ketenagakerjaan. 

Dalam hubungan industrial perlu 

dilakukannya pengawasan karena 

pengawasan berfungsi untuk 

mengetahui tingkat pencapaian tujuan 

suatu organisasi kerja.  

Pengawasan adalah upaya agar 

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dan 

intruksi yang dikeluarkan.  

Hak atas reproduksi terhadap 

pekerja wanita dilindungi oleh UUD 

yang menyebutkan bahwa kesehatan 

adalah bagian daripada hak asasi 

manusia.
1
 Hak asasi manusia telah 

termuat dalam UUD 1945, kemudian 

dijabarkan dalam hak reproduksi 

pekerja wanita dengan ketentuan UU 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan yaitu memberi 

hak istimewa pada wanita misalnya 

cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti 

menstruasi. Perlindungan hukum 

adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum 

kedalam bentuk perangkat baik yang 

bersifat preventif maupun yang bersifat 

represif. Perlindungan terhadap pekerja 

                                                           
1
 Sulthon Miladiyanto (dkk.), “Perlindungan 

Hukum Terhadap Hak Hak Rerpoduksi Pekerja 

Wanita (Perspektif UU Ketenagakerjaan RI dan 

Malaysia), Jurnal panorama hukum, Vol.2, No.1 

Juni 2017, Hlm.58 

wanita sebagaimana diatur dalam UU 

No 13 tahun 2003 itu dimaksudkan 

untuk menjaga kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi fungsi 

reproduksi yang melekat pada dirinya, 

kodrat wanita sebagai ibu yang 

melahirkan dan menyusui anak dapat 

mempengaruhi kelancaran kerja yang 

menjadi tanggung jawabnya, 

meskipundari sisi kemampuan untuk 

mencapai prestasi tidak ada perbedaan 

antara pekerja wanita dan pekerja laki-

laki.
2
 

 

C. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Perlindungan hak reproduksi pada 

perusahaan swasta di kabupaten 

Bandung berdasarkan UU No. 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

dihubungkan dengan hak atas 

kesehatan kerja yang optimal 

Perlindungan tenaga kerja dapat 

dilakukan dengan jalan memberikan 

tuntutan, maupun dengan jalan 

meningkatkan pengakuan hak-hak 

asasi manusia.3 Menurut Pasal 5 UU 

No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan mengatakan bahwa 

“setiap tenagakerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan” pekerja wanita pun 

mendapat perlindungan yang sudah 

diatur Undang-Undang yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Pekerja wanita yang merasakan 

sakit saat haid dan 

memberitahukannya kepada 

pengusaha berhak untuk tidak 

bekerja pada hari pertama dan 

kedua waktu haidnya (pasal 81 

                                                           
2
 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum 

Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina 

Ilmu,1987, Hlm. 3 
3
 Asikin H. Zainal, Dasar Dasar Hukum 

Perburuhan, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2009, Hlm. 96 
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U No.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan) 

2. Pekerja wanita yang bekerja 

pada pukul 23.00-07.00 berhak 

mendapat fasilitas antar jemput 

dari pihak pelaku usaha (diatur 

dalam pasal 79 UU No. 13 

tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan . 

Pasal 82 ayat (1) juga 

menyatakan setaip pekerja wanita 

berhak atas istirahat selama 1,5 bulan 

sebelum dan sesudah melahirkan 

menurut keterangan dokter, namun 

ternyata di salah satu perusahaan 

swasta di Kabupaten Bandung ada 

yang masih belum taat dengan 

peraturan yaitu melakukan 

diskriminasi terhadap pekerja wanita 

khususnya pekerja kontrak. Jika 

pekerja kontrak yang ingin melakukan 

cuti hamil maka ia tidak akan 

mendapat upah penuh seperti pekerja 

tetap, padahal dalam UU baik pekerja 

kontrak atau penuh tetap mendapatkan 

haknya. 

Pengawasan pemerintah terhadap 

panasia group dan para pekerjanya 

Pengawasan ketenagakerjaan 

dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai 

kompetensi dan independen guna 

menjamin pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Tujuan dari dilakukannya pengawasan 

sendiri ialah menjamin terlaksananya 

peraturan ketenagakerjaan, maka perlu 

adanya suatu sistem pengawasan untuk 

mengawasi pelaksanaan perundang-

undangan ketenagakerjaan. Tugas 

tersebut menjadi tanggung jawab 

pemerintah, dalam hal ini adalah 

departemen tenaga kerja yang diubah 

menjadi dinas tenaga kerja.  

Pengawasan dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

1. Pengawasan preventif 

Pengawasan ketenagakerjaan 

yang bersifat pencegahan sebelum 

terjadinya pelanggaran. 

2. Pengawasan represif 

Pengawasan yang bersifat 

penindakan bagi mereka yang nyata-

nyata telah melakukan pelanggaran dan 

kemungkinan telah menimbulkan 

kerugian pada pihak lain dengan 

menjatuhkan sanksi. Sudah ditargetkan 

sekitar 21 ribu perusahaan yang 

menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan dan kementrian 

ketenagakerjaan sudah mencatat 

sekitar 15.020 perusahaan yang telah 

menerapkan norma ketenaga kerjaan 

pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 

jumlahnya meningkat, khususnya di 

jawabarat dan kabupaten Bandung, jadi 

sebenarnya pengawasan sudah 

maksimal dilakukan baik di kota 

maupun kabupaten, tapi ternyata masih 

saja ada yang belum mentaati 

peraturan yang sudah diberlakukan 

oleh Undang-Undang. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam 

penelitian ini, peneliti menyimpulkan 

beberapa hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Panasia group sendiri 

sebenarnya sudah memenuhi 

standar Undang-Undang 

ketenagakerjaan untuk hak-hak 

pekerja yang lain khususnya 

laki-laki, tetapi untuk 

memperhatikan hak pekerja 

khususnya wanita panasia masih 

kurang karena masih adanya 

diskriminasi yang dialami oleh 

pekerja wanita karena pada 

dasarnya wanita memiliki hak 

kodrati yang sudah ada sejak ia 

lahir yaitu haid dan melahirkan, 

jadi hak kesehatan khususnya 

reproduksi yang diterima oleh 

oleh pekerja wanita tersebut 

masih belum optimal, hal 

diskriminasi yang dialami oleh 

pekerja wanita tersebut ialah 
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khususnya untuk pekerja 

kontrak mereka tidak mendapat 

penuh jika mengambil cuti 

hamil sedangkan pekerja tetap 

mendapat upah penuh, baik itu 

pekerja kontrak maupun tetap 

harus mendapat haknya 

sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang. Dalam 

pasal 79 sudah dijelaskan setiap 

pekerja atau buruh yang 

menggunakan hak untuk 

istirahat tetap mendapatkan 

upah penuh.  

2. Pengawasan ketenagakerjaan 

dilakukan secara prefentif yaitu 

pengawasan yang bersifat 

pencegahan sebelum terjadinya 

pelanggaran dan represif yaitu 

pengawasan yang bersifat 

penindakan bagi mereka yang 

telah melakukan pelanggaran. 

Tujuan pengawasan 

ketenagakerjaan ialah menjamin 

terlaksananya peraturan 

ketenagakerjaan, maka perlu 

adanya suatu sistem 

pengawasan untuk mengawasi 

pelaksanaan perundang-

undangan ketenagakerjaan, jika 

masih saja ada perusahaan yang 

melanggar peraturan maka 

pihak badan pengawas akan 

memberikan sanksi kepada 

mereka yang melanggar dengan 

menindak lanjuti seperti 

pemberian spa tau pencabutan 

usaha karena perusahaan 

tersebut tidak memenuhi 

peraturan perundang-undangan. 

 

E. Saran 

1. Seharusnya panasia group 

melaksanakan perlindungan 

terhadap pekerja wanita sebagai 

mana dimaksud dan sudah 

ditentukan dalam UU No. 13 

tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, karena bagi 

panasia group yang hendaknya 

memiliki pekerja wanita 

hendaknya memberikan 

perlindungan karena itu akan 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

2. Dinas ketenagakerjaan sendiri 

khususnya pengawasan di kota 

Bandung harus lebih 

meningkatkan pengawasan dan 

ketegasannya dalam 

menerapkan peraturan 

perundang-undangan 

ketenagakerjaan kepada tenaga 

kerja sehingga menimbulkan 

hubungan yang baik dan tidak 

ada pihak yang merasa 

dirugikan karena kesalah 

pahaman. 
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